
 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) 

NOMOR 17 TAHUN 2006 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 

TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 
 

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan 

bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan   sudah   tidak   sesuai   dengan   penyelenggaraan 

kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, 

transparansi  dan  akuntabilitas  pelayanan  publik,  untuk  mendukung 

upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang 

berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus 

barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang 

yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang 

tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan 

pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih 

jelas dalam pelaksanaan kepabeanan; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b,  dan  huruf  c  perlu  membentuk  Undang-Undang  tentang 

Perubahan Atas   Undang-Undang   Nomor   10   Tahun   1995   tentang 

Kepabeanan. 
 
 
Mengingat: 

 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara 
 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 

Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 3612); 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

dan 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 
 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 
 

10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. 
 
 
 

Pasal I 
 
 
 
Beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1995  tentang 

 

Kepabeanan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1995  Nomor  75, 
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Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1995  Nomor 3612) 
 

diubah sebagai berikut: 
 

1.Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah dan ditambah 4 (empat) 

angka, yaitu angka 15a, angka 19, angka 20, dan angka 21 sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 
 
 

Pasal 1 
 
 
 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Kepabeanan   adalah   segala   sesuatu   yang   berhubungan   dengan 

pengawasan  atas  lalu  lintas  barang  yang  masuk  atau  keluar  daerah 

pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. 

2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah 

darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu 

di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku 

Undang-Undang ini. 

3. Kawasan   pabean   adalah   kawasan   dengan   batas-batas   tertentu  di 

pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk 

lalu lintas  barang  yang  sepenuhnya  berada  di  bawah  pengawasan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

4. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai   tempat   dipenuhinya   kewajiban   pabean   sesuai   dengan 

ketentuan Undang-Undang ini. 

5. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea 

dan  cukai  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  lalu lintas barang 

impor dan ekspor. 

6. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang 

wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

7. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam 

rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini. 
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8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
 

9. Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 
 

10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok 

dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. 

11. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu 

berdasarkan Undang-Undang ini. 

12. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 
 

13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 
 

14. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 
 

15. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini 

yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. 

15a. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini 

yang dikenakan terhadap barang ekspor. 

16. Tempat  penimbunan sementara  adalah  bangunan dan/atau lapangan 

atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk 

menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. 

17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan 

yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun 

barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea 

masuk. 

18. Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau 

tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah 

di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 

barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara 

berdasarkan Undang-Undang ini. 

19. Barang  tertentu  adalah  barang  yang  ditetapkan  oleh  instansi  teknis 

terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean 

diawasi. 

20. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, 
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catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang 

berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan 

barang      dalam      rangka      pelaksanaan      ketentuan      peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

21. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea 

keluar. 
 
 
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai 

barang impor dan terutang bea masuk. 

2) Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari 

daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang 

ekspor. 

3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan barang 

ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan 

untuk dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean. 
 
 
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 2A yang berbunyi 

sebagai berikut: 
 
 

Pasal 2A 
 
 
 

1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar. 
 

2) Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk: 
 

a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; 
 

b. melindungi kelestarian sumber daya alam; 
 

c. mengantisipasi  kenaikan  harga  yang  cukup  drastis  dari 
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